BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441
Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bangka Barat;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iondonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);



Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Polituk
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2
Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun

2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANGKA BARAT,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

a K b

Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Bangka Barat.

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat.



10.

(1)

(2)

(1)

(2)

Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Barat.
Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Barat.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Barat.
Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah

Kabupaten Bangka Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4



(1)

pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari
Kepala Badan, Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, 2 (dua) Bidang dan 4
(empat) Seksi:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:

1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.



d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri
dari:
1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten.
(2) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
fungsi :
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan persuratan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

b. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

c. melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

d. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta aset di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;
melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
melaksanakan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Keatuan

Bangsa dan Politik;

. melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi,

dan pembukuan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 8
Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan dan penanganan konflik.
Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka



tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan
penanganan konflik di Daerah;

perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan wumat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan
penanganan konflik di Daerah;

pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan
penanganan konflik di Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik di Daerah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan



penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah.

Pasal 9

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan wumat beragama dan penghayat kepercayaan di
Daerah;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan wumat beragama dan penghayat kepercayaan di
Daerah;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan wumat beragama dan penghayat kepercayaan di
Daerah;

d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika,
sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;



f. melaksanakan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika,
sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 10

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan
konflik;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan
konflik;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan
konflik;

d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

f. melaksanakan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan serta penanganan konflik;
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g.

(1)

(2)

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam

melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan -situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum

kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
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pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan

ormas asing di Daerah.

Pasal 12

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah, dan pemantauan situasi politik;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika
budaya  politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan
umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;

f. melaksanakan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan
pemantauan situasi politik;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
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Pasal 13

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing;

f. melaksanakan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub
Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi serta sinkronisasi dalam lingkungan unit kerja
maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi maupun hubungan dengan instansi terkait di tingkat

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 15

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mempunyai kewajiban :

a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;

b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik
melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelapor kinerja yang

terintegrasi.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 16
(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan pimpinan
tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
(2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan
administrator atau jabatan struktural eselon Illa.
(3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Struktur
Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 1 Seri D), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Barat.
Ditetapkan di Muntok

pada tanggal 27 Mei 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS
Diundangkan di Muntok
pada tanggal 27 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI D
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Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor : 32 Tahun 2020
Tanggal : 27 Mei 2020
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangka Barat.

BADAN

DAN POLITIK

KESATUAN BANGSA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEUANGAN

|
BIDANG KESATUAN BANGSA

SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
— KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN
] PENANGANAN KONFLIK

|
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI [

SUB BIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
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BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS



